PT. MIGAS HULU JABAR (PERSERODA) $

Kesiapan BUMD Terhadap Pelaksanaan Pl 10%

Jakarta, 30 September 2021 \
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INFORMASI UMUM PERUSAHAAN SYMUJ

STRUKTUR KORPORASI

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT

TANGGAL

Energi DISETOR PENUH
Rp35.000.000.000,-
(per Juni 2021)

ALAMAT PERUSAHAAN
Jalan Jakarta No. 40
Bandung, Jawa Barat
40272

The Energy Building
Lantai 9, SCBD

Jakarta Selatan

———————————————— PT. MIGAS HULU JABAR (PERSERODA)
Badan Usaha Milik Daerah
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Pemerintah I \,
Provinsi Jawa Barat JI ‘ ‘ }

(pemilik 100% saham MIGAS HULU JABAR

perusahaan) E”M ONWJ

Porsi Saham : 99.9% Porsi Saham : 62.13%

JUMLAH PEKERJA
80 Karyawan
(per Juni 2021)

Manajemen

PEMEGANG SAHAM

PENDIRIAN MODAL DASAR

25 November 2014 Rp50.000.000.000

BIDANG USAHA

* Eksplorasi,

» Eksploitasi, dan MODAL 6
e Jasa Penunjang _— DITEMPATKAN DAN = =

Jujur, Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel



RINGKASAN KINERJA MUJ HINGGA 2020

LMUJ

@] sehat AA

Tingkat Kesehatan
(Adopsi standar BUMN)

. @

A&«%

Program CSR

Program Ekonomi, Kesehatan,

Pendidikan, Lingkungan,
Pemberdayaan Wanita3

Jujur, Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel

Pendapatan Usaha:

PendaEatan Usaha:

@ Revenue PI10%

Revenue non-Pl
Pendapatan Usaha: ®

Pengelolaan PI 10% WK ONWJ

2015-2016 2019 Pengelolaan Energi Terintegrasi

- 2017-2018 PI10% WK ONW.J

Penguatan PI 10% WK Ketenagalistrikan Infrastruktur Gas

internal MUJ ONW.J Pengelolaan Energi Terintegrasi DRUPS Pertamina Grup
Infrastruktur Gas

Manufaktur Rig Blok Migas
EBTKE PLTMH Cirompang

Jasa Konstruksi Bidang Migas



PARTISIPASI WK ONWJ SUMUJ
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Badan Usaha Milik Daerah

WILAYAH KERJA 20,29%

ONWI s JAKPRO
Propertindo

8,24%

PD. Petrogas
Persada Karawang ggfgls‘?gﬁ(AnAWANG

BUMD

90% 10%
PT. PHE ONWI PT. MUJ ONWI 4,71%

PD. Bumi
Wiralodra

l) PERTAMINA < W MIGASHULU JABAR Lo solnsfy st
PHE ONW.J QF ONWJ
2,93%
PEMILIK PARTISIPASI: PT. Subang SUBANG SEJAHTERA
Sejahtera QY Bodon Usoho Milik Doerch

Awal 100% PERTAMINA
Sejak 19 Januari 2017

1,7% -
% Pertamin :
90 % Perta a PT. Bina Bangun _D/ bbwm

PT BINA BANGUN WIBAWA MUKTI

BADAN USAHA MILIX DAERAH KABUPATEN BENASI

10 % BUMD (MUJ ONWJ) Wibawa Mukti

Jujur, Unggul, Andal, Resg
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PROSES Pl 10%




Proses Pengalihan Pl 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

LMUJ

Persetujuan POD 1 untuk suatu
lapangan pada suatu WK,

diterbitkan

SKK Migas menyampaikan surat
kepada Gubernur untuk
menyiapkan BUMD untuk

Gubernur menyampaikan surat
penunjukkan BUMD kepada

KKKS,

SKK Migas menyampaikan surat kepada
memberitahukan
penunjukkan BUMD

mengenai

Max 10 hari kerja

SKK Migas

Max 1 Tahun kalender

Max 10 hari kerja

Surat Penawaran Minat dari KKKS

kepada BUMD

Max 60 hari kalender

Surat Balasan Minat dan Kesanggupan
dari BUMD kepada KKKS

Max 60 hari kalender

BUMD melakukan due diligence

Max 180 hari kalender

v

Setelah due diligence, BUMD
meyampaikan surat meneruskan/tidak
meneruskan minat atas 10% Pl

Max 180 hari kalender

KKKS & BUMD menindaklanjuti proses
pengalihan Pl sesuai dengan ketentuan
PSC.

,———-——-——————
KKKS, setelah menandatangani
Perjanjian Pengalihan Pl dengan
BUMD/PPD/BUMN, mengajukan
permohonan persetujuan pengalihan PI
kepada Menteri ESDM melalui SKK

TIDAK DIATUR

v

SKK Migas meneruskan permohonan
persetujuan pengalihan Pl dari KKKS
kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas

Max 30 hari kalender

Jujur, Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel

Dirjen Migas memeriksa & mengevaluasi
permohonan dan dapat meminta KKKS
untuk melakukan presentasi & klarifikasi

Menteri ESDM
persetujuan atas
pengalihan 10% PI

memberikan
permohonan

Max 30 hari kalender

N\
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Terdapat dua proses yang tidak
memiliki batas waktu sehingga
mengakibatkan  ketidakpastian
keberlanjutan proses Pl 10%
berikutnya



PROSES P1 10% TAHUN 2019-2021

Sedang berproses sesuai tahapan
Menunggu Penunjukan BUMD oleh Gubernur sebanyak 10 WK, yaitu :

* South West Bukit Barisan *= South Jambi B (Jambi)
(Sumbar) = Brantas (Jatim)
Sakakemang (Sumsel) * Tuban (Jatim)
Malacca Strait (Riau) * Kepala Burung (Papua
Selat Panjang (Riau) Barat)

Mahato (Riau) = Salawati (Papua Barat)

ERY R

Proses diskusi sebanyak 16 WK, yaitu :

) ?50 (Aceh) » Alas Dara Kemuning (Jawa Tengah) . R _{Kaltlm]
* Tonga (Sumut) . * Sanga-sanga (Kaltim)

* Nunukan (Kaltara) * Muriah {Ja\.zva Tengah) * Masela (Maluku)

- Siak (Riau) * Randugunting(Jawa Tengah) « Bula (Maluku)

« South East Sumatera (Lampung & DKI) * WMO (Jatim) = Seram Non Bula (Maluku)

= \West Salawati (Papua Barat

Sumber: SKK Migas
n [m | n A [m | [m | n g



PROSES PI 10% TAHUN 2019-2021

Sedang berproses namun terdapat hambatan

- - -

Belum mendapat penetapan
MESDM (di atas 12 mil laut)

* Gubernur belum menunjuk BUMD melampaui jangka waktu

sebanyak 3 WK, yaitu : 1 tahun sebanyak 9 WK

« Bulu (Jatim), 7 WK telah mendapat disposisi MESDM untuk melanjutkan

* East Sepinggan (Kaltim). proses ke daerah : Belida, Pandan, West Air Komering,

* Muara Bakau (Kaltim). Merangin Il (Sumsel), Bengara |, Simenggaris, Tarakan Offshore
(Kaltara).

2 WK masih diperlukan arahan MESDM mengenai kelanjutan
proses : Gebang (Sumut), Raja/Pendopo (Sumsel).

* Proses kelengkapan dokumen penunjukan BUMD sebanyak 11 WK, yaitu:
Kisaran (Sumut), Palmerah, Karang Agung, Jambi Merang, Lematang, Ogan
Komering (Sumsel), Kampar (Riau), Batanghari & Lemang (Jambi), Pasir &
Wain (Kaltim).

«EEeEEeimets

KKKS belum menawarkan
Pl 10% kepada BUMD

3 WK dengan alasan keekonomian : Kangean, Ketapang (Jatim) Sebuku (Kalsel & Sulbar). sebanyak 9 WK :

1 WK dengan alasan terdapat rencana perubahan BUMD : South Sumatra (Sumsel).

1 WK dengan alasan menunggu PJBG : Bontang (Kaltim).

2 WK masih dalam tahap konfirmasi kepada KKKS : Northwest Natuna (Kepri) Bangkanai (Kalteng).

2 WK dalam proses revisi POD | : Rapak & Ganal (Kaltim). Sumber: SKK Mi gas

4—m NN
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PENTINGNYA WAKTU DALAM PROSES REALISASI PI

Keterlambatan realisasi Pl 10% menyebabkan BUMD tidak bisa

berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah (secara

Kontribusi BUMD : : )
pada Daerah langsung maupun tak langsung) dan kehilangan momen investasi

pada program pengembangan usahanya.

Time value of Keterlambatan realisasi Pl 10% mengakibatkan BUMD akan
money kehilangan time value of money dari pendapatan Pl 10%




Proses Pengalihan Pl 10% sesual PERMEN ESDM 37/16

Omul

Pihak Yang Terlibat

No | ProsesParticipating Interest (Pl) | ProsesParticipating Interest (PI) |Jumlah Hari
sesuai PERMEN ESDM 37/2016 WK yang tidak tertuang dalam KESDM
PERMENESDM 37/2016
1 |Persetujuan POD 1 untuk
Lapangan pada Suatu Wilayah
Kerja
2 [SKK Migas menyampaikan surat Max 10 Hari
kepada Gubernur untuk Kerja
menyiapkan BUMD untuk
mengelola 10% PI
3 |Gubernur menyampaikan surat |1.ProsesPembentukan BUMD Max 1 Tahun
penunjukkan BUMD kepada SKK |Provinsi/Kabupaten/Kota: kalender
Migas -Proses Pembuatan Peraturan
Daerah terkait Pendirian BUMD
-Proses Pembuatan Peraturan
Daerah terkait Penyertaan Modal
2.Konsolidasi Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
3.Konsolidasi BUMD Provinsi dan
BUMD Kabupaten/Kota
4 [SKK Migas menyampaikan surat Max 10 hari
kepada KKKS, memberitahukan kerja

mengenai penunjukkan BUMD

Jujur,Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel

SKK Migas

Pemprov

PemKab/Kot

BUMD Prov

BUMD Kab

PPD




Proses Pengalihan Pl 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

Omul

No | ProsesParticipatingInterest (Pl) [ ProsesParticipatinginterest (PI) | Jumlah Hari Pihak Yang Terlibat
sesuai PERMEN ESDM 37/2016 | WK yangtidak tertuang dalam KESDM SKK Migas K3S Pemprov |PemKab/Kot| BUMD Prov | BUMD Kab PPD
PERMEN ESDM 37/2016
5 |Surat Penawaran Minat dari KKKS Max 60 hari
kepada BUMD kalender
6 [Surat Balasan Minat dan BUMD Provinsi dan atau BUMD Max 60 hari
Kesanggupan dari BUMD kepada |Kabupaten memutuskan akan kalender

KKKS

maju melalui BUMD secara
langsung atau melalui Perusahaan
Perseroan Daerah:

Jikamembentuk PPD:

BUMD bersama-sama membentuk
perusahaan patungan PPD sesuai
ketentuan Permen ESDM 37/2016

KKKS akan melakukan due
diligence kepada BUMD/PPD yang
ditunjuk sesuai dengan ketentuan
Permen ESDM 37/2016

Jujur,Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel




Proses Pengalihan Pl 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

Omul

No

Proses Participating Interest (PI)
sesuai PERMEN ESDM 37/2016

Proses Participating Interest (Pl)
WK yang tidak tertuang dalam
PERMEN ESDM 37/2016

Jumlah Hari

Pihak Yang Terlibat

KESDM

SKK Migas |

K3S

BUMD melakukan due diligence

1.BUMD/PPD melakukan due
diligence dokumen di dataroom
dengan konsultan independen
yang ditunjuk bersama untuk
membagi porsi

2.Hasil Kajian akan disampaikan
kepada BUMD dan Gubernur dan
Bupati agar selanjutnya Gubernur
membuat SK terkait proporsi Pl
10% atas bagian Provinsi dan
Kabupaten.

3.JikaPl1 10% dimiliki lebih dari
satu Provinsi, maka akan dilakukan
Perjanjian antar Pemerintah
Provinsi.

Max 180
hari
kalender

Pemprov |PemKab/Kot

BUMD Prov

BUMD Kab |

Setelah duediligence, BUMD
meyampaikan surat
meneruskan/tidak meneruskan
minat atas 10% Pl

PPD akan melakukan penyesuaian
besaran saham (jika diperlukan)
sesuai dengan besaran porsi Pl
10% masing-masing pihak

Max 180
hari
kalender

Jujur,Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel

PPD




Proses Pengalihan Pl 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

Omul

Pihak Yang Terlibat

No | Proses Participating Interest (PI) | Proses Participating Interest (PI) |Jumlah Hari
sesuai PERMEN ESDM 37/2016 WK yangtidak tertuang dalam SKK Migas
PERMEN ESDM 37/2016
9 |KKKS & BUMD menindaklanjuti TIDAK
proses pengalihan Pl sesuai dengan DIATUR
ketentuan PSC (Membuat
Perjanjian Pengalihan)

10 |KKKS setelah menandatangani TIDAK
Perjanjian Pengalihan Pl dengan DIATUR
BUMD/PPD/BUMN, mengajukan
permohonan persetujuan
pengalihan Pl kepada Menteri
ESDM melalui SKK Migas

11 [SKK Migas meneruskan SKK Migas akan melakukan due Max 30 hari
permohonan persetujuan diligence kembali atas PPD kalender
pengalihan Pl dari KKKS kepada pengelola Pl 10% dan BUMD
Menteri ESDM cq. Dirjen Migas penerima Pl 10% sesuai Permen

ESDM 37/2016

12 [Dirjen Migas memeriksa & Dirjen Migas akan melakukan due  |TIDAK
mengevaluasi permohonan dan diligence kembali atas PPD DIATUR
dapat meminta KKKS untuk pengelola Pl 10% dan BUMD
melakukan presentasi & penerima Pl 10% sesuai Permen
klarifikasi ESDM 37/2016

13 |Menteri ESDM memberikan Max 30 hari
persetujuan atas permohonan kalender
pengalihan 10% PI

Jujur,Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel

Pemprov |PemKab/Kot

BUMD Prov

BUMD Kab

PPD




Proses Pengalihan Pl 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16 SUMUJ

DOKUMEN DUE DILIGENCE PERMEN ESDM 37/2016

»Dokumen Kesepakatan antar Gubernur terkait Pl 10% (jika lebih dari 1 provinsi)
« Surat Keputusan Gubernur terkait besaran Porsi Kabupaten

DO ku m e n Pem e rl n ta h -gfgﬁggil;atan antar BUMD Provinsi terkait Pl 10% (jika lebih dari 1 BUMD

« Surat Penunjukan Gubemur sebagai Penerima Pl 10% untuk BUMD Provinsi
« Surat Penunjukan Bupati sebagai Penerima Pl 10% untuk BUMD Kabupaten

« Surat Minat BUMD untuk ikut serta dalam Pl 10%

- 0 / +Perda Pembentukan BUMD
Dokumen Penerima Pl 10% R enasowo
*Laporan Keuangan BUMD
« Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir

*Perda Pembentukan PPD
« Akta-akta terkait PPD

D k P I I PI 1 00 / « Company Profile PPD

O U m e n e n g e O a O -Struktur Organisasi, Susunan Direksi dan Komisaris PPD
* Tanda Daftar Perusahaan PPD

+ Surat Keterangan Domisili

Jujur,Unggul, Andal, Responsif, Akuntabel




Peran BUMD membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait

pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah

; PENINJAUAN GUBERNUR DAN MUJ DI LOKASI TUMPAHAN MINYAK
MUJ melakukan kunjungan dan pendekatan Kepada KABUPATEN KARAWANG

Masyarakat Terdampak secara langsung

RAPAT PERTAMINA, MUJ, DAN MASYARAKAT
TERDAMPAK TERKAIT PEMBAHASAN PENANGANAN
YYA-1 DAN KOMPENSASI

PENINJAUAN dan DISKUSI MUJ LOKASI TUMPAHAN MINYAK DI
KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI

PT MIGAS HULU JABAR (PERSERODA)
7/ BADAN USAHA MILIK DAERAH

MIGAS HULU JABAR NN



Peran BUMD membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait

pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah

MU telah melakukan pelaporan dan koordinasi rutin
kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang, Dinasi
ESDM Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup sejak awal
insiden YYA berlangsung hingga selesai

= Menu Bisnis com

Minyak Tumpah di Karawang, Ridwan Dividen Miaas Hulu Terd k Keb

E ividen Migas Hulu Terdampak Kebocoran
Kamil: Pertamina Harus Komitmen Terkait kemungkinan ONWJ stop sementara beroperasi dan berpengaruh pada deviden Migas Minyak, Ridwan Kamil: Tak Masalah
o= Hulu Jabar Ridwan Kamil mengaku tidak masalah karena pihaknya lebih mendahulukan o i ot BLAAD 1 Wi P A A D A AT TS T R
Roportar kepentingan lingkungan dibanding pendapatan daerah R R ST R R
Editor; ‘ Eis
Martha Warta Siaban Sebagai Gubernur, dia| “Tidak masalah. Demi kemaslahatan lingkungan itu kita utamakan dibanding profit,” tutumya
Rabu, 7 Agustus 2019 15:08 Wil Hal itu dilakukan untuk _— -

dilakukan oleh Pertamina. “Saya kira harus dikomitmenkan, diselesaikan secara
100 persen,” kata dia.

Selain itu, dia mengaku akan melaporkan hasil tinjauannya kepada Presiden,
Joko Widodo atas insiden tersebut serta perkembangan penanggulangannya.
"Nanti harus saya laporkan ke Presiden,” kata dia.

I Dengan demikian, ia juga menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah Provins|

¥ Jabar soal insiden tersebut adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

terkait, supaya kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak tidak

.

MIGAS HULU JABAR N\

bermasalah. "Salah satunya adalah kempensasi dari kehilangan mata

pencaharan juga harus diselesaikan oleh Pertamina” katanya
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' REKOMENDASI

PERMASALAHAN DALAM

IMPLEMENTASI

PERMEN 37/2016




REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

Keterangan

RELGINERES

1. Tata Waktu yang tidak diatur dalam

Tidak ada batas waktu pengajuan permohonan

Klausul penegasan waktu

Permen ESDM 37/2016,

(WK POD1 dan WK Pengelolaan
Lanjut)

melakukan proses penawaran kepada
Pemerintah Daerah

Sanksi hanya di berikan kepada BUMD yang
telah mendapat pengelolaan P110% yaitu di
Pasal 22 Permen ESDM No 37

Permen 37/2016, persetujuan pengalihan Pl dari KKKS kepada maksimal terkait tata waktu
Menteri ESDM melalui SKK yang belum diatur oleh Permen
Tidak ada batas waktu pemeriksaan & evaluasi ESDM 37/2016 oleh
permohonan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM
2 Kurangnya sanksi pada ketentuan Masih terdapatnya “keengganan” KKKS untuk Keten

tuan Sanksi kepada KKKS
perlu di berlakukan. Untuk yang
tidak memenuhi ketentuan
Permen ESDM 37/2016, KKS
yang ditandatangani setelah
berlakunya Permen 37/2016,
wajib patuh.




REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN

No PERMASALAHAN Keterangan Rekomendasi

Persyaratan Komposisi saham BUMD | Perbedaan komposisi saham BUMD, Sebagian Perlu penegasan
antara PP 54/2017 dan Permen ESDM | BUMD berpatokan kepada PP 54/2017 yang memiliki
no 37/2016 pengaturan lebih tinggi dari Peraturan Menteri.




REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN

PERMASALAHAN Keterangan Rekomendasi




Terima Kasih

Hatur Nuhun

@migashulujabar

f PT Migas Hulu Jabar
¥  @migashulujabar
@ Migas Hulu Jabar




